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 This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract 

on micro business capital financing. This research is a field research by 

taking the location at BMT Khairul Amin Martapura. The data in this 

study are qualitative data consisting of primary data and secondary data. 

The data obtained through the method of documentation, observation and 

interviews. The data that has been collected is then analyzed using 

descriptive analysis method. The results of this study resulted in the 

findings that the implementation of micro business financing products 

using murabahah contracts at BMT Khairul Amin consisted of submitting 

financing by customers, fulfilling data and documents, business surveys 

and guarantees, administrative analysis, financing analysis, granting of 

wakalah authorization and financing disbursement, reporting. proof of 

purchase and contract of murabahah financing agreement. In practice at 

BMT Khairul Amin, micro business financing products that use 

murabahah contracts more often use wakalah contracts as complementary 

contracts. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah 

pada pembiayaan modal usaha mikro. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di BMT Khairul Amin 

Martapura. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui 

motode dokumentasi, observasi dan wawancara. Data-data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis.  Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Implementasi 

produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah 

di BMT Khairul Amin terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, 

pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis 

administratif, analisis pembiayaan, pemberian kuasa wakalah dan 

pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan  kontrak perjanjian 

pembiayaan murabahah, Dalam praktiknya di BMT Khairul Amin, 

produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad murabahah 

lebih sering menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkapnya. 
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1. PENDAHULUAN 

Akad murabahah saat ini sangat banyak diminati bahkan menjadi salah satu produk 

unggulan di berbagai lembaga keuangan syariah salah satu yang menggunakan produk 

murabahah adalah Baitul maal wattamwil Khairul Amin Martapura, Baitul maal wattamwil 

tersebut merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi 

keuangan (financial intermediary function) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada 
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masyarakat yang membutuhkan. Baitul maal wattamwil (BMT) melayani sektor mikro, 

sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi 

bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan 

dananya 3 dalam bentuk pembiayaan, BMT Khairul Amin Martapura menggunakan akad bagi 

hasil yaitu mudharabah dan murabahah untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak 

disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah. Hal ini dikarenakan 

akad murabahah merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam 

penyaluran pembiayaan saat ini. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

a. Konsep Murabahah 

Pengertian Murabahah Bai’al-murabahah dilihat dari kata ribhu (keuntungan), 

merupakan transaksi jual-beli dimana Baitul maal wa tamwil menyebutkan jumlah 

keuntungan tertentu. Dalam bai’ al-murabahah Baitul maal wa tamwil bertindak sebagai 

penjual, dan di pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau 

produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan Baitul maal wa tamwil sebelum 

dijual kepada costumer (Rivai, V., dan Arifin, A., 2010). Murabahah adalah akad jual 

beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau 

margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang 

tersebut kepada pembeli (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 paragraf 5). 

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus berbentuk pembayaran 

tangguh (kredit), Melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, 

ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan 

membayar sekaligus dikemudian hari (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 

paragraf 8) (Salman, K. R., 2012). 

Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan 

Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Baitul maal wa tamwil 

Indonesia, Murabahah merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah juga dapat diartikan sebagai 

perjanjian antara. dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang 

yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin mesin 

industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor (Anshari, A. 

G., 2009). Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad 

jual beli barang baik barang modal maupun barang konsumsi dengan menyebutkan harga 

awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Baitul Maal 

wa Tamwil dan nasabah). 

Dasar-dasar hukum atau rujukan Murabahah adalah al-Qur’an, al-Sunnah dan 

Ijma’. Dasar hukum ijarah dalam al-Qur’an adalah: 

1) Surat al-Nisa’, Ayat: 29  

ٰتَ راَضٰ ٰٰعَنْٰٰٰتَِِارةَٰ ٰٰتَكُوْنَٰٰٰانَْٰٰٰبِِلْبَاطِلِٰاِلَّٰٰٰبَ يْ نَكُمْٰٰٰامَْوَالَكُمْٰٰٰاتََْكُلُوْٰٰٰلَٰٰٰا مَنُ وْاٰٰالَّذِيْنَٰٰٰايَ ُّهَآ  يٰ 
 يْم اٰرَحِٰٰبِكُمْٰٰكَانَٰٰٰالل  َٰٰاِنَّٰٰٓ  ٰانَْ فُسَكُمْٰٰاتَ قْتُ لُوْٰٰٰوَلَٰٰٓ  ٰمِ نْكُمْٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
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dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Surat An-Nisa, 

Ayat:29)”. 

2) Surat al-Baqarah, Ayat: 280 

كَٰانَٰذُوْٰعُسْرةَ ٰ ٰمَيْسَرةَ ٰٰوَاِنْ قُ وْاٰوَانَْٰٰٓ  فَ نَظِرةٌَٰاِلٰ   وْنَٰتَ عْلَمُٰٰكُنْ تمُْٰٰٰاِنْٰٰلَّكُمْٰٰخَيٌْٰٰتَصَدَّ
Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280) 

3) Ijma” 

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. 

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus 

diganti dengan barang lain yang sesuai.    

Dari berbagai dalil yang dijadikan sebagai sandaran atas legitimasi akad murabahah 

di atas, fuqaha membolehkan dengan adanya jual beli ini.seperti yang telah dipertegas 

dalam Surat al-Baqarah ayat: 275 di atas. Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual 

beli secara umum serta menolak secara tegas dengan adanya riba. Berdasarkan pernyataan 

ini, murabahah mendapat pengakuan dalam legalitas dari syara‟ dan sah untuk 

dioperasikan. Selain itu pembiayaan murabahah Baitul maal wa tamwil syariah pun ikut 

mendapatkan legalitasnya, karena ini merupakan sesuatu yang datang dari akad jual beli 

serta tidak mengandung unsur ribawi. (Syafe’i, R., 2004)  

b. Rukun dan Syarat Murabahah  

1) Rukun Akad Murabahah  

a). Ba’i (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam 

hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wa Tamwil 

(BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).   

b). Musytari (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku 

sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus 

cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara‟ harus sudah 

baligh dan dalam keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan 

yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.   

c). Mabi’ (barang yang akan diperjualbelikan). Barang-barang yang menjadi objek 

jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan 

diperjual belikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak 

tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu 

barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam 

penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual/fisikal, dapat pula 

bersifat kontruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, Baitul maal wa tamwil atau BMT 

harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah.   

d). Tsaman (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas 

jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta 
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asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau 

tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.   

e). Shighat/Ijab Qabul (pernyataan serah terima/kontrak). Kontak dalam 

pembiayaan murabahah berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yang 

dibuat oleh pihak Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)/ Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) dikuatkan dengan tanda tangan diatas materai. (Wiroso, 2009) 

2) Syarat-Syarat Akad Murabahah  

a). Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. 

b). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.   

c). Kontrak harus bebas riba.   

d). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian.   

e). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

3) Ketentuan Akad Murabahah   

a. Pelaku Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat 

membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah 

sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin 

dari walinya.   

b. Objek Jual Beli Harus Memenuhi   

(1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal Semua barang yang 

diharamkan oleh Allah SWT, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual 

beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau 

melanggar larangan Allah.   

(2) Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan 

bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, 

misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, 

jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.   

(3) Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang 

belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin 

penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang 

bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan 

sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemiliki 

barang.   

(4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi 

tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu 

penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan 

ketidakpastian (gharar), yang pada saat akan merugikan salah satu 

pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.   

(5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi 

oleh pembeli sehingga tidak ada gharar.   

(6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan 

jelas, sehingga tidak ada gharar.   
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(7) Harga barang tersebut jelas Harga atas barang yang diperjualbelikan 

harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, 

apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur gharar.   

(8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang 

tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian 

(gharar). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah 

terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan 

harapan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat 

disamakan dengan riba. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek 

jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki 

penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak 

pembeli mempunyai hak khiyar (melanjutkan atau membatalkan akad).   

c. Ijab kabul   

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang 

dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-

cara kominkasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfatan atas 

barang yang diperjualbelikan menjadi halal (Wiroso, 2009). 

3. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

untuk untuk mengumpulkan informasi atau dat serta melakukan investigasi pada data yang telah 

didapatkan tersebut. Metode penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah langkah 

yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah tersebut diperoleh 

dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian laporan metode merupakan bagian yang 

penting, karena metode adalah suatu alat untuk melakukan sebuah penelitian. Maksud metode 

penelitian ini adalah penerapan pembiayaan murabahah di BMT Khairul Amin, Martapura, 

Kalimantan Selatan. 

4. HASIL  

Akad murabahah saat ini sangat banyak diminati bahkan menjadi salah satu produk 

unggulan di berbagai lembaga keuangan syariah, salah satu yang menggunakan produk 

murabahah adalah Baitul maal wattamwil Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan. BMT 

ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi 

keuangan (financial intermediary function) dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat pada daerah Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan yang membutuhkan.  

BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan juga melayani sektor mikro, 

sehingga lembaga keuangan mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah 

yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya, BMT 

Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan membagi dalam dua bentuk pembiayaan, yaitu: 

menggunakan akad bagi hasil yaitu mudharabah dan murabahah untuk akad jual beli. 

Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad 

murabahah. Hal ini dikarenakan akad murabahah merupakan akad jual beli yang cukup mudah 

untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini.   
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Dalam implementasi murabahah di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, 

murabahah ini dipahami melalui berbagai versi definisi dari ulama. Jika ditinjau dari 

prakteknya, murabahah yang diberlakukan di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan 

Selatan adalah suatu praktek untuk memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai 

dengan transaksi dan harga awal yang ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan. 

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah di BMT 

Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba 

dan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah syarat barang yang 

diakadkan pada BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan dalam hal ini adalah 

barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan SK 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, disebutkan bahwa BMT harus membeli 

terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset 

tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, 

barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Tidak sah 

menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Hendi, S., 2007). 

Dalam hal prakteknya, terjadi perbedaan mendasar dalam pembiayaan murabahah, yaitu 

biasanya nasabah telah melakukan kontrak jual beli dengan supplier dan telah menyerahkan 

down payment, karena nasabah mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar komoditas 

tersebut, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, jadi komoditas yang 

dijadikan obyek transaksi telah menjadi milik nasabah terlebih dahulu, terdapat beberapa 

langkah yang diskip (dilewati) oleh kedua belah pihak. Dengan demikian ada beberapa 

kendala/permasalahan yang timbul dari pola transaksi yang terjadi di BMT Khairul Amin, 

Martapura, Kalimantan Selanta, yaitu:   

1. Terkesan bahwa nasabah dan pihak BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan 

bukan terjadi akad jual beli, tapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Selanjutnya 

dikredit/dicicil oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berhutang pada BMT Khairul 

Amin, Martapura, Kalimantan Selatan secara langsung terhadap jual beli komoditas 

tersebut.  

2. Komoditas yang diakadkan antara nasabah dan BMT Khairul Amin, Martapura, 

Kalimantan Selatan dimiliki penuh, dibeli dulu oleh pihak perbankan dan mengatas 

namakan BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan lalu dijual kembali kepada 

nasabahnya, dengan demikian dua kali proses jual beli, maka hal ini akan terkena dua kali 

pajak penjualan, dan harga komoditas/barang tersebut menjadi lebih mahal. 

5. PEMBAHASAN 

Secara teknis, murabahah dalam teori-teori yang banyak dikemukakan oleh cendekiawan 

muslim sangatlah berbeda dengan Murabahah yang dipraktikkan dalam perbankan syari’ah, 

karena menurut fiqih Islam, akad murabahah, baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual 

memang harus sudah memiliki persediaan barang untuk di murabahah-kan. Namun, keadaan 

yang tidak sepenuhnya sama ini juga terjadi di BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan 

Selatan. Perbedaan perlakuan tersebut diterapkan tidak lain bertujuan agar mempermudah 

jalannya operasional pembiayaan itu sendiri, karena masyarakat cenderung tidak suka dengan 

proses yang rumit dan berbelit-belit.  

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 

18, Tahun 2000, yang menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud baik bergerak atau tidak 
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bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN (Darsono, 2017). Berdasarkan 

atas dasar Undang-Undang tersebut, maka bank syari’ah mewakilkan pembelian barang kepada 

nasabah, sehingga bank akan terhindar dari PPN yang berlipat ganda.   

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti pada BMT Khairul Amin, Martapura, 

Kalimantan Selatan, pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan akad 

murabahah menggunakan akad wakalah sebagai pelengkap untuk mempersingkat dan 

mempermudah proses pembiayaan itu sendiri. Pihak BMT Khairul Amin, Martapura, 

Kalimantan Selatan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan 

media akad wakalah sebagai akad pelengkapnya. BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan 

Selatan akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya. 

Dalam hal ini mekanisme pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum murabahah pada point ke 

sembilan, yang menyatakan bahwasanya jika BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan 

Selatan hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual 

beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT (Sholih, A., 

2010)     

Ditinjau dari sisi realisasinya, BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan sudah 

sesuai dengan ketentuan tersebut, karena dalam mekanisme pengajuan pembiayaannya nasabah 

terlebih dahulu melakukan akad wakalah dan menerima dana dari BMT untuk membeli barang 

yang dibutuhkan. Hal ini sudah sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan 

SK Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Wakalah, dimana pada ketentuan akad 

wakalah, disebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).  Penggunaan akad wakalah 

terlebih dahulu dilakukan BMT, karena sebelumnya pada tahap permohonan pengajuan, BMT 

terlebih dahulu sudah mewawancarai lebih dalam keinginan dan kebutuhan dari nasabah atau 

lebih tepatnya sudah meminta rencana usaha yang dijalani dari nasabah.  

Setelah nasabah mendapatkan barang yang dibutuhkan dari BMT Khairul Amin, 

Martapura, Kalimantan Selatan, maka nasabah harus menyerahkan bukti pembelian atau 

kwitansi, dan barang tersebut sudah sah secara prinsip menjadi milik bank, karena pada saat 

pembelian barang tersebut, nasabah menggunakan surat kuasa atas nama bank. Dan barulah 

melakukan akad murabahah. Dengan begitu, BMT sepenuhnya menyerahkan dana yang 

digulirkannya kepada nasabah guna memenuhi apa saja yang diperlukan dalam rencana usaha 

milik nasabah ini. Walaupun bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah dalam membeli 

setiap rencana kebutuhan usahanya, namun pihak BMT tetap akan melakukan pengawasan 

yang berkaitan dengan barangbarang yang dibeli oleh nasabah itu sendiri, agar nasabah tidak 

keluar atau sengaja mengingkari kesepakatan jual beli yang sudah diatur dalam syari’at Islam. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan masabah melakukan transaksi yang dilarang 

dalam Islam, misalnya nasabah secara diam-diam membeli barang yang termasuk kategori 

barang haram. Oleh karena itu, setelah nasabah mendapatkan semua yang dibutuhkannya 

nasabah harus menyetorkan bukti pembelian/kwitansi kepada pihak bank sebagai bukti bahwa 

nasabah benar-benar jujur dan tidak melakukan kecurangan dengan tidak membeli barang 

diluar dari kebutuhan usahanya.    

Berdasarkan hasil analisis dari data nasabah pembiayaan mikro di BMT Khairul Amin, 

Martapura, Kalimantan Selatan, dihasilkan bahwa tujuan utama dari implementasi akad 

pembiayaan murabahah pada pembiayaan usaha mikro ini adlaah tidak lain untuk memberikan 
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wasilah ataupun fasilitas bagi para nasabah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki modal atau 

tidak berdaya dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju, hal disebabkan iklim usaha 

yang sekarang ini sangat memerlukan uluran tangan dari BMT Khairul Amin, Martapura, 

Kalimantan Selatan untuk menyentuh para pelaku usaha mikro ini, setidaknya dengan adanya 

pembiayaan yang dikhususkan bagi mereka sektor produktif yang ada di Kabupaten Martapura, 

Kalimantan Selatan akan maju dan berkembang, sehingga pembiayaan yang ditujukan bagi 

usaha mikro di Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan akan memberikan manfaat dan 

penggunaannya bertujuan untuk kegiatan yang produktif, serta dapat dirasakan oleh banyak 

pihak, dari pada hanya terfokus untuk pembiayaan yang konsumtif, yang hanya akan membuat 

keresahan disuatu waktu yang akan datang karena merasa terbebani dengan kewajiban 

mengembalikan dana yang dipinjamnya tanpa ada pemasukan tambahan yang dirasakannya. 

Karena sejatinya prinsip kegiatan ekonomi menurut Islam yang dapat memberikan manfaat dan 

maslahah bagi banyak pihak. 

6. KESIMPULAN 

Implementasi produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah di 

BMT Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh 

nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, 

analisis pembiayaan, pemberian kuasa akad wakalah, pencairan pembiayaan, pelaporan bukti 

pembelian dan  kontrak perjanjian pembiayaan murabahah. Dalam prakteknya di BMT Khairul 

Amin, Martapura, Kalimantan Selatan, produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan 

akad murabahah lebih sering menggabungkannya dengan akad wakalah sebagai akad 

pelengkapnya. Dimana BMT memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli sendiri 

barang yang dibutuhkan untuk rencana usahanya tersebut. Jadi pihak BMT Khairul Amin, 

Martapura, Kalimantan Selatan akan merealisasi permohonan pembiayaan sesuai dengan 

nominal yang telah diajukan, dan kemudian nasabah  diberi kekuasaan penuh dari BMT untuk 

membeli barang yang diperlukan.  Jadi tak heran produk pembiayaan di BMT Khairul Amin, 

Martapura, Kalimantan Selatan yang paling popular dan banyak diminati nasabahnya yakni 

produk pembiayaan murabahah, terutama murabahah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, 

baik itu digunakan sebagai tambahan modal usaha maupun pemenuhan barang-barang 

penunjang usaha. 
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